KEPUTUSAN PIMPINAN
DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 171.1/Kep.02-DPRD/2019
TENTANG

PENYEMPURNAAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018-2023 SESUAI HASIL EVALUASI

Menimbang : a.

Mengingat

GUBERNUR JAWA BARAT

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA,

: 1.

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 242 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Juncto Pasal 77 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2012, pada tanggal 18 Maret 2019
telah dilaksanakan Rapat Penyelarasan Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2018-2023, sesuai hasil evaluasi Gubernur
Jawa Barat.

bahwa hasil pembahasan terhadap rancangan peraturan
daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu
penetapan Pimpinan DPRD yang dituangkan dalam bentuk
Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);



10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5650);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Berita



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta tentang
Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Purwakarta tentang Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun
2018-2023;

Substansi materi Keputusan Pimpinan DPRD tersebut pada
Diktum PERTAMA di atas tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Mempersilahkan kepada saudara Bupati untuk menetapkan
Peraturan Daerah tentang Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2018-2023; dengan mengakomodir
Lampiran Keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 18 Maret 2019

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

KETUA,
TTD

SARIF HIDAYAT

WAKIL KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA

TTD

TTD TTD

WARSENO SRI PUJI UTAMI HJ. NENG SUPARTINI P

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.

NOMOR :171.1/Kep.02-DPRD/2019

TANGGAL :18 MARET 2019

TENTANG : PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2018-2023;

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN

Menimbang

Mengingat

PURWAKARTA TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 236 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala
Daerah terpilih wajib menetapkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari Visi,
Misi dan Program Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun
masa jabatannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten
Purwakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 86);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;



12.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2011-2031.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

DAN
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2018-2023.

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah;

Bupati adalah Bupati Purwakarta;

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD
adalah penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih selama 5 (Lima) tahun
masa jabatannya yang isinya memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah; Gambaran
Keuangan Daerah; Permasalahan dan Isu Strategis Daerah; Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran; Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah; Kerangka
Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah; Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah; Penutup.



BAB 11
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pasal 2

Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :
BAB I Pendahuluan

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III Gambaran Keuangan Daerah
BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
BAB VII Kerangka Pendanaan Pembnagunan dan Program Perangkat Daerah
BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
BAB IX Penutup
BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 3

Pengelolaan keuangan daerah yang dalam wujud konkrithya berupa Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah yang merupakan arahan/pedoman Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dalam bentuk Perencanaan Pendanaan dan Program Kerja untuk periode satu
tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Pasal 4

Permasalahan Pembangunan Daerah dalam RPJIMD ini diuraikan menurut bidang urusan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau beberapa urusan yang dianggap memiliki
pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan
lainnya hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan
urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 5

Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah penjabaran dari pernyataan misi yang
merupakan hasil akhir yang akan diwujudkan dari aktifitas pembangunan, dalam rangka
mewujudkan visi dan misi jangka menengah Kabupaten Purwakarta harus didasarkan
pada tujuan pembangunan sebagai gambaran indikasi yang lebih kongkrit dari pencapaian
visi dan misi yang telah ditetapkan.

Visi  : Mewujudkan Purwakarta Istimewa

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial



Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik bersih dan profosional

Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata
Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan

Misi 4 : Mengembangkan Perekonomian Rakyat Berbasis Desa

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6
Dengan telah diuraikannya visi dan misi, tujuan dan sasaran strategi adalah serangkaian
langkah-langkah yang memuat program-program indikatif yang bertujuan mewujudkan

visi dan misi, baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan langkah strategis
dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT
DAERAH
Pasal 7
Dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi tanggungjawab daerah,
maka disusun berbagai program dan kegiatan yang disesuaikan dengan prioritas dan

kebutuhan daerah sekaligus memuat penjabaran dari program unggulan dan andalan
daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Purwakarta.

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8
Indikator Kinerja Daerah adalah alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara

kuantatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator
kinerja program (outcomes/hasil) dari bagian (output/keluaran).

Disahkan di Purwakarta

pada tanggal, 11 Maret 2019

BUPATI PURWAKARTA,
TTD

ANNE RATNA MUSTIKA



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

KETUA,
TTD
SARIF HIDAYAT

WAKIL KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA

TTD TTD TTD

WARSENO SRI PUJI UTAMI HJ. NENG SUPARTINI P



